BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR &= TAHUN 2017 |

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten

Mengingat

.1
3kl

Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor
6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah khususnya terkait dengan
Pajak Reklame, dipandang perlu menyusun pedoman
Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Grobogan,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu meﬁctapkan Peraturan Bupati tentang

Penyelenggaraan Reklame;

Pasal 18 Ayat (6)Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah; |

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2017
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia

4725);




10.

Ll

12.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaraan Negara Republik
Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3259);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang undarigan (Len‘ibaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 5234),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran. Negara :Repub_"lik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lerxﬁ:;arami Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang—Unfdang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 'f‘ambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679); |

Peraturan Pemermtah Nomor 34 LI‘ahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indon%:&ua tahun 2006 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Repuﬂ?lik Indonesia Nomor 4655);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006
tentang Pedoman Penyelenggaraaql Pelayanan ’I‘erpadu Satu
Pintu;

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2010 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Perafuran Daerah Kabupaten

Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Grt;*»bogan Tahun 2016 Nomor
14, Tambahan Lembaran DaerahEI;iabupaten Grobogan Nomor
14); ?

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor
15, Tambahan Lembaran Daerah }«iiabupaten Grobogan Nomor

15) ;




13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Pendelegasian  Sebagian Keweﬁangan Pemrosesan dan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2017 Nomor16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:  PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN

REKLAME

 BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1
2,

Daerah adalah Kabupaten Grobogan, . : _
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebéa.gai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimp&n pelaksanaan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daérah otonom.,

Bupati adalah Bupati Grobogan. :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanané Terpadu Satu Pintuyang
selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Diﬁas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten:Grobogan yang menangani
pelayanan perizinan secara terpadu.

Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penaﬁaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatalés, perseroan komanditer,
perseroan lainya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama
dan dalam bentuk apapun : firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosialpolitik, atau organisasi yang sejenis lerinbaga, bentuk usaha tetap,
dan bentuk badan lainnya.

Pajak Reklame vang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas

penyelenggaraan reklame.
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Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk
kepentingar: orang pribadi atau Badan.

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan
retribusi,

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi
tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk rmemanfaatkan jasa dan
perizinan tertentu dari Pemefintah Daérah yang bersangkutan.

Tahun Retribusi e{dalah jarigka waktu yang iarnanya 1 (satu) tahun
kalender, kecuali bila Wajib Retribusi menggunakan tahun buku yang
tidak sama dengan tahun kalender. _

Pemungutan Retribusi adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya
retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada
Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan atau
perusahaan jasa periklanan atau biro reklame yang menyelenggarakan
reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau dan atas nama
pihak lain yang menjadi tanggung‘ jawabnya,

Biro reklame atau jasa periklanan adalah badan yang bergerak di bidang
periklanan yang memiliki tenaga teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan
yang meliputi :Perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan
pengawasan serta penertiban reklame dalam rangka mewujudkan
pemanfaatan ruang yang serasi.

Bangunan reklame adalah bangunan yang terdiri dari bidang reklame
berikut komponen struktur yang memikulnya.

Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media vang menurut bentuk
susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan
untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang,
jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu
barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat,
dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang

dilakukan oleh Pemerintah.
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Reklame Papan/Billboard adalah rekame yahg bersifat tetap (tidak dapat
dipindahkan) terbuat dari papan kayu, seng, collibrate, vinyle,
alumunium, fiber glass, kaca, batuy, tembok, atau beton, logam atau
bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri
sendiri) atau dipasang digantung atau menempel atau dibuat pada
bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebaginya baik bersinar
maupun yang tidak bersinar.

Reklame bando adalah reklame yang konstruksinya berbentuk portal
atau melintang di atas jalan.

Reklame Megatroﬁ/VideotrOn/Large Elektronik Display (LED) adalah
reklame yang menggunakan layar ~monitor ‘' beasr berupa program
reklame atau iklan bersinar dengan gémbar' dah/ atau tulisan berwarna
ynag dapat berubah- ubah, terprogram dari difungsikan dengan tenaga
listrik. | ,

Reklame Kain éda]ah }'eklame yang d?iselenggarakan dengan
menggunakan bahj;an kain, _ﬁermasuk ::-'kertas:, piastjk, karet, atau bahan
lain yang sejenis dengan ifu, termasuk didalamnya adalah spanduk,
umbul-umbul, bendera, ﬂagchain(rangkaian bendera), tenda dan
banner.

Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau
bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan
tujuan materinya mempromosikan suatu_'. produk pada acara atau
kegiatan yang bersifat insindentil. |

Reklame Melekat (sticker) adalah reklame yang berbentuk lembaran
lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat
diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada
suatu benda. | : :

Reklame Selebaran adalah reklame yang?berbentuk lembaran lepas
diselenggarakan dengan cara disebar, dibferikan, atau dapat diminta
dengan ketentuan tidak untuk djtempeikan, dilekatkan, dipasang
digantungkan pada suatu benda lain, terimasuk' didalamnya brosur,
leaflet, reklame dalam undangan.

Reklame Berjalan/Kendaraan adalah rckla;ﬁe yang ditempatkan atau
ditempelkan pada kendaraan yang dise!:lenggarakan ‘dengan cara

mempergunakan kendaraan atau dengan diﬂ)awa/ didorong/ ditarik oleh
orang. Termasuk didalamnya reklame 'pada gerobak/ rombong,
kendaraan baik bermotor ataupun tidak.

Reklame Udara adalah reklame yang diselehg‘garakan di udara dengan
menggunakan balon gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenisnya.
Reklame Apung adalah reklame yang discléjnggarakan dipermukaan air

atau di atas permukaan air.
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Reklame Suarg adalah  reklame yang diselenggarakan dengan

menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang
ditimbulkan darj atau oleh perantara alat,

Reklame slide atay reklame film adalah reklame yang diselenggarakan

dengan cara menggunakan klise berupa kaca atay film, ataupun bahan-

bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan / atau

dipancarkan pada layar atau bendg lain di dalam ruangan,
Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara
memperagakan suaty barang dengan atauy tanﬁa disertai suara,
Bidang Reklame adalah bagian atay Imukarekélame atau bidangan yang
dimanfaatkan unt-_uk tempe{t penyajién pesan .~ pesan berupa gambar,
logo dan / atau kata- kata oleh peyele'nggara reklame.
Materi reklame atau Temg Reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo
dan warna yang terdapat dalam bidang rekléme.
Perletakan Reklame adalah titik lokasi ditempatkannya reklame atany
disebut sebagai titik reklame.
Kawasan adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuaj dengan
pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan atau tidak
dapat dipergunakan untuk pemasangan reklame, .
Titik lokasi reklame adalah tata letak te;{:atnya tempat pemasangan
reklame pada suatu kawasan. :
Pemohon/ penyelenggara reklame adalah. oraing atau badan hukum yang
menyelenggarakan reklame baik-ﬁntuk dani atas namanya sendiri atay
untuk dan atas nama pihak lain yang menjacgii tanggungannya.
Mekanisme perizinan adalah tata cara péngajuan permohonan izin
pemasangan reklame.
Pengaturan reklame adalah kegiatan untuk mengatur tata cara
pemasangan reklame di wilayah Kabupaten; Grobogan guna mencapai
optimalisasi ruang kota untuk pemanfaatan?‘ pemaéangan reklame yang
dapat menunjang estetika dan keindahan kot%a. .
Persetujuan penyelenggaraan reklame ajdalah surat persetujuan
penyelegaraan reklame yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu ~ Pintu(DPMPTSP) dengan
mempertimbangkan hasil tinjauan lapangén oleh Tim reklame dan
dipakai dasar atau syarat mengurus Izin Mef;dirikzan Bangunan reklame
serta rekomendasi teknis lainnya, ' _
Izin Mendirikan Bangunan reklame adalah izin yang diberikan oleh
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
6
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Pintu(DPMPTSP) kepade. penyelenggara bangunan reklame untuk
membangun baru, mengubah, memperluaa, mengurangi dan/atau
merawat bangunan sesuaj dengan persyaratan administrasi dan
persyaratan teknis yang berlaku.

Klarifikasi Konstruksi adalah pertimbangan dan persyaratan teknis
bangunan reklame yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Pemukiman kepada penyelenggara bangunan reklame sebagi salah
satu syarat pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Reklame.

Izin Penyelenggaraan Rekléme adalah izin j[:ienyelenggaraan reklame
yang diberikan dan diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pmtu(DPMPI‘SP)

Sewa titik rcklame adalah sewa lahan atas penyelenggaraan reklame di
dalam ruang manfaat jalan lRumaJaJ dan ruang milik jalan (Rumija) atau
persil. '

Sarana dan prasarana wilayah adalah bagiéan dari ruang wilayah yang
dimiliki dan dikuasai Pemerintah Kabupaten Grobogan yang bermanfaat
untuk kepentingan umum, ' '

Reklame permanen adalah pemasangan rel{lame yang dilakukan secara
permanen dengan jangka waktu tahunan, |

Reklame tidak permanen adalah reklame fyang dipasang secara tidak
tetap paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan tidak
membutuhkan konstruksi yang ber31fat permanen serta tidak
memerlukan Izin Mendirikan Bangunan.

Reklame insidental adalah pemasangan rckiame yang dilakukan secara
temporer dengan durasli waktu harian, mingguan dan bulanan.

Surat Permohonan Penyelenggaran Reklame yang selanjutnya disingkat
SPPR adalah surat yang digunakan oleh Waj’ib Pajak untuk mengajukan
permohonan identitas pemilik data reklame sebagai dasar penghitungan
pajak dan retribusi sewa lahan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkatSKPD adalah
surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak terhutang.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah surat ketetapan retribusi yang me!nentukan besamya jumlah
retribusi terhutang, _ '

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah
surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran
atau penyetoran pajak yang terhutang képada Kas Daerah atau ke

tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.




Ty T T O NS

i i e i s

53. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah
surat yang digunakan oleh wajib retr1bus1 untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran retribusi yang te'rutang kepada Kas Daerah
atau ke tempat lain yang ditunjuk oleh Bupatx

54. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah

surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasj
berupa bunga atau denda. |

55. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang sealan}utnya disingkat STRD,
adalah surat untuk melakukan tagihan rembuSI dan/ atau sanksi

administrasi berupa bunga dan/ atau denda

BAB I
ASAS, MAKSUD, 'I‘UJ UAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Reklame dilaksanakan berdasarkan pada asas-asas
sebagai berikut :

a. manfaat;

b. keadilan;

¢. kepastian hukum;

d. merata; dan

¢. memberdayakan perekonomian dan kemampuan masyarakat secara

berkelanjutan.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman

penyelenggaraan reklame di Daerah.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan reklame adalah -

a. mewujudkan tata ruang kota dengan memperthukan estetika dan sosial
budaya; '

b. mewujudkan ketertiban, kearnanan,keinda:lhan dan penataan ruang
sesuali peruntukannya keselamatan dan _E kepastian hukum dengan
menerapkan standarisasi reklame;

c. melindungi, mengendalikan dan melakukan pengawasan terhadap
penyelenggaraan reklame; dan :

d. menmgkatkan Pendapatan Asli Daerah (PADJ

| g
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Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. Perencanaan Penyelenggaraan Reklame;

b. Ketentuan Penyelenggaraan Reklame;

¢. Tata Cara dan Prosedur Pengajuan Izin;

d. Larangan; dan

€. Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Reklame

BABIII
PERENCANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu

Pola Penyebaran Perletakan Reklame
Pasal 6

(1) Setiap penyebaran perletakan reklame harus memperhatikan etika,
estetika, keamanan konstruksi, keserasian bangunan dan lingkungan
s€rta rencana tata ruang kota.

(2) Pola penyebaran perletakan reklame didasarkan pada kawasan atau
zonasi yang terdiri dari :

a. kawasan penyelengaraan reklame yang meliputi :
1. kawasan kendali ketat meliputi segmen ruas jalan raya di Kota
Purwodadi vang. terdiri dari :
a) Jalan Mayjen R. Suprapto;
b) Jalan MT. Haryono;
c) Jalan S. Parman;
d) Jalan Jenderal Sudirman;
e) Jalan Ahmad Yani;
f) Jalana Kolenel Sugiono;
g) JalanDr Sutomo;
h) Jalan Hayam Wuruk;
i) Jalan Pangeran Diponegoro;
j) Jalan Gajah Mada;
k) Jalan Untung Suropati;
l} Jalan Siswamiharja; dan
m) Jalan Piere Tendean. |
2. kawasan kendali sedang meliputi s%gmen ruas jalan di luar

kawasan kendali ketat; dan




3. kawasan khusus meliputi : lokasi sejarah, lokasi konservasi dan
preservasi, serta lokasi lain yang dlpertlmbangkan dan ditetapkan
oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Tim Reklame.

b. Kawasan Tanpa Reklame Tetap (White Area) meliputi :

1. seputar/sekeling Alun-alun Purwodadi;

2. seputar/sekeling Simpang lima Purwodédi;

3. halaman kantor Pemefintahan, tempat pendidikan, tempat-tempat
ibadah, rumah sakit, kantor militer/kepolisian;

4. lintasan jalan kereta apl dan

S. lokasi lain yang d1tetapkan oleh Bupatl, :

(3) Dikecualikan dari _.ketentuar} ayat (2} huruf b adalah reklame yang

diselenggarakan oleh Pemerin:tah dan P_%amerir;ltah: Daerah.
‘Pasal 7 -
(1) Pola Penyelengaraan perletakan reklame sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, dilakukan evaluasi paling lama setlap 3 (tiga) tahun oleh Tim
Reklame.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimasud pada ayat:(1) dijadikan dasar untuk

perubahan pola penyebaran perletakan Reklame sebagaimana dimaksud f

dalam Pasal 6.

Bagian Kedua
Titik Reklame

Pasal 8 -

(1) Perletakan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a

dirinci menjadi titik reklame.

(2) Titik reklame sebagimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan

pada kawasan :

a. di dalam sarana dan prasarana kota/wilayah; dan/atau

b. diluar sarana dan prasarana kota/ wilayab.

(3) Titik reklame di dalam sarana dan prasanagkota/ wilayah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah titik reklame yang ditempatkan :

a. di dalam Ruang Manfaat Jalan ( RUMAJA} dengan ketentuan :
1. ditempatkan di luar bahu jalan atau irotoar, dengan jarak paling

sedikit 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar;

2. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau

jalur lalu lintas, maka reklame dapat cfitempatkan pada sisi terluar

Ruang Milik Jalan (RUMIJA);

10
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3. dipasang pada struktur jembatan, jembatan penyeberangan orang
(JPO), fly over tanpa membahayakan konstruksi dan keselamatan
pengguna jalan; |

4. diletakkan dengan ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari
permukaan jalan tertinggi. _

b. kawasan terminal, pangkalan angkutan, Ikawasan belanja atau mall;
dan/atau | '

¢. gelanggang olah raga.

(4) Titik reklame di luar sarana dan prasarana kota/ wilayah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) nuruf B adalah titik reklamc yang ditempatkan :

a. menempel pada bangunan menggantung pada bangunan dan/ atau
dipancang di atas bangunan

b. di kendaraan;

¢. reklame udara; i

d. melekat/menyatu  pada dinding dain/ atau  atap - bangunan
perseorangan; dan/atau

e. di persil atau lahan milik perorangan/ badian.

Bagian Ketiga
Rancang Bangunan Reklaépme

Pasal 9

(1) Setiap penyelenggaraan reklame. megatron,é' videotron, large electronic
display dan papan/ billboard héms memperhatikan rancang bangun
reklame yang meliputi ukuran (dimensi) dan i;onstmksi.

(2) Ukuran (dimensi) reklame megatron, videotron, large electronic display dan
papan/ billboard sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. ukuran lebih dari 6 m2 (enam meter persegi) sampai dengan 96 m?
(sembilan puluh enam meter persegi); dan
b. ukuran lebih dari 96 m?2 (sembilan puluh enam meter persegi):

(3) Izin Penyelenggaraan Reklame bagi reklame dengan ukuran (dimensi)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diterbitkan dalam hal
Pemohon/penyelenggara reklame telah memiliki :

a. klarifikasi konstruksi; |
b. izin mendirikan bangunan Reklame; dan 5
c. asuransi yang terbitkan oleh instransi yang berwenang,
(4) Izin Penyelenggaraan Reklame bagi reklame dengan ukuran (dimensi)

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf% b dapat diterbitkan setelah
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melalui kajian teknis yang dilakukan oleh konsultan yang berkompeten
dan diverifikasi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman, dengan
mempertimbangkan antara lain luas lahan, konstruksi, segi keamanan
dan lingkungan sekitar.

(5) Dalam hal sarana reklame megatron, videotron, large electronic display
dan papan/ bzllboard sistem kaki konstruksinya berbentuk tiang dan
ukuran reklamenya lebih dari 6 m2 (enam meter persegi), Penyelenggara
Reklame harus menutup tiang pancangnya dengan allucobond serta

memberi logo peruSahaan dan logo Pemermtah Daerah di bangunan

reklame tersebut. _
(6) Kostruksi reklame . . megatron, vrdeotmn, large electronic display dan
papan/ billboard sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) meliputi :
a. kaki tunggal (smgle pole} adalah sarana reklame yang sistem kaki
konstruksinya hanya satu tiang;

b. kaki ganda (double pble) adalah saranaf reklame yang sistemn kaki

konstruksinya terdiri atas dua tiang;

c. kaki lebih dari dua tiang (multi pole) adalah sarana reklame yang
sistem kaki konstruksinya lebih dari dua tiang;

d. rangka adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya
berbentuk rangka dengan mempertimbarigkan estetika dan tertutup
dengan allucobond; dan

e. menempel adalah sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada

bagian bangunan.

Pasal 10

(1) Untuk keamanan dan keselamatan, bangunan reklame harus memenuhi

ketentuan sebagai berikut :

a. terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat serta
memenuhi ketentuan standar yang ditentukan dalam klarifikasi
konstruksi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman; dan

b. rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton atau sesuai
ketentuan dalam Kklarifikasi konstruksi dari Dinas Perumahan Rakyat
dan Pemukiman.

(2) Bangunan Reklame dapat menggunakan lampu penerangan dengan

intensitas dan pantulan cahaya yang K tidak menyilaukan dan

membahayakan pengguna jalan

12
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BAB IV
PENYELENGGARA REKLAME

Pasal 11

Penyelenggara reklame terdiri dari -
a. orang pribadi;

b. badan;

C. perusahaan jasa periklanan; atau

d. biro reklame

Pasal 12 f

Penyelenggara rekiame sebagalmana d1maksud dalam Pasal 11, harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. penyelenggara reklame orang pr1bad1 pahng sedikit ‘harus memiliki
identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk
b. Penyelenggara reklame yang berbentuk - badan, harus memenuhi
persyaratan antara lain sebagai berikut :
1. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya;
2. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SiUP) : dan
3. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
c. Penyelenggara reklame yang berbentuk jasa periklanan atau biro
reklame, harus memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut :
1. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya,;
2. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); dan
3. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (N PWP}.

Pasal 13

Setiap Penyelenggara Reklame Wajib :

a. membayar Pajak Reklame apabila atas obyek dimaksud dikenakan pajak;

b.membayar  Restribusi pemakaian  kekayaan  Daerah apabila
penyelenggaraan reklame tersebut memanfaatkan lahan milik Pemerintah

Daerah;
c. membayar Restribusi [jin Mendirikan Bangunan apabila Penyelenggaraan

Reklame tersebut memerlukan Izin Mendirikaﬁ Bangunan;
d. melakukan Pembongkaran reklame apabila :

1. jangka waktu penyelenggaraan reklameé telah berakhir dan tidak
diperpanjang; dan/atau
2. reklame membahayakan, rusak dan/atau :troboh;
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€. mencantumkan tulisan dan/atau gambar yang tidakbertentangan dengan

an, ketertibarn, keindahan serta
menggunakan Bahasa Indonesia yang baik d

Program GROBOGAN BERSEMI;

kesusilaan, memperhatikan segi keaman

an santun serta mendukung

f. menanggung segala resiko yang ditimbulkan dari
reklame;

penyelenggaraan

g menyerahkan hak atas hasij bongkaran reklame kepada Pemerintah
Daerah dalam hal pembongkaran dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
dikuatkan dengan surat pernyataan uﬁtuk ity; dan

h. menempelkan sticker masa berlaku Izin reklame
mudah dilihat oleh betugas' '

4

pada obyek reklame yang

| BABV
IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14 |

(1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib terlebih dahulu mendapat Izin
Penyelenggaraan Reklame dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintw,

(2) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana} dimaksud pada ayat (1)
berupa izin yang bersifat tetap dan izin yang Eersifat terbatas.

(3) Kewajiban memperoleh izin sebagé_imana dirﬁaksud pada ayat (1), tidak
berlaku bagi penyelenggara reklame: .

a. oleh Pemerintah dalam rangka pemasangan papan nama atau
informasi layanan pemerintah / penyuluhaﬁ;

b. melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan
dan sejenisnya;

c. label atau merk produk yang melﬁi;kat pada barang yang
diperdagangkan, yang berfungsi untuk ;membedakan dari produk
sejenis lainnya.

d. sebagai petunjuk nama tempat ibadah, '%tempat pendidikan sarana
olah raga, panti asuhan, yayasan sosial dengan ukuran tida}c lebih
dari 2 m? (dua meter persegi) dan tidakédisatukan dengan produk
iklan komersil lainnya;

¢. sebagai petunjuk nama dan/atau pekerjaan orang atau perusahaan
yang menempati tanah/bangunan sendiri dengan ukuran tidak lebih

dari 2 m? (dua meter persegi); dan

14
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f. pekan raya atau tempat keramaian sejenisnya dengan ketentuan luas

dan waktu penyelenggaraan reklame ditetapkan den

gan Keputusan
Bupati.

Pasal 15

(1)

Izin Penyelenggaraan Reklame yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 ayat (2) diberikan untuk penyelenggaraan reklame dengan

Jangka waktu 1 (satu} tahun dan

perpanjangan.

selanjutnya dapat dilakukan

(2) Izin  Penyelenggaraan Reklame yané bersifa'!c terbatas sebagaimana

dimaksud dalam éasal 14 ayat (2) Hiberikan untuk penyelenggaraan
reklame terbatas dan insidentil / semehéara.

(3) Izin penyelenggaraan reklame tetap seléagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diberikan éetelah niemperoleil uji- kelayakan struktur atay

klarifikasi konstrul{si dari Ijinas Perilmahan ..Rakyat dan Pemukiman

untuk ukuran atau dimensi bidangan reklame lebih dari 6 m? (enam
meter persegi). " |

Pasal 16

(1) Izin penyelenggaraan reklame terbatas yang berbentuk baliho, balon
udara atau sejenisnya berlaku paling lama 30 (tiga puluh) hari dan tidak
dapat diperpanjang. |

(2) Izin penyelenggaraan reklame insidentil yang berbentuk umbul-umbul,
spanduk, banner, poster, selebaran, leaflet atau sejenisnya berlaku paling
lama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang.

(3) Izin Penyelenggaraan Reklame terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan Izin penyelenggaraan reklame insidentil sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diterbitkan setelah penyelenggara reklame membayar pajak
reklame yang dibuktikan dengan SSPD.

(4) Reklame terbaras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan reklame
insidentil sebégaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh dipasang
secara permanen.

(5) Khusus untuk reklame insidentil yang diselenggarakan oleh Pemerintah,
Pemerrintah Provinsi Jawa Tengah dan/atau Pemerintah Daerah, harus
diberitahukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja p'aling lambat

7 (tujuh) hari sebelum dipasang.
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Bagian Kedua

Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame

Pasal 17

(1) Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame "disampaikan secara tertulis

(2)

(4)

oleh Penyelenggara Reklame kepada Kepala DPMPTSP.,
Permohonan izin Penyelenggaraan reklame s?ebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilampiri dengan persyaratan s_lebagaji berikut :
a. formulir permoh_tman yang disedial{_’:an oleh DPMPTSP dan telah diisi

oleh Pemohon;

b. foto copy Kartu ’fanda Pen_‘fiuduk pe?rnohorga;

c. foto copy bukti pembayaran pajak réklamc;;;

d. foto copy bukti pembajraran restribusi seviia lahan;

€. proposal, gambar dan denah reklame:;

f. surat rekomendasi pemanfaatan lahan da'n dinas terkait jika lokasi di

lahan milik Propinsi Jawa Tengah; :
g. surat pernyataan keabsahan dokumen bermeterai:
foto copy Izin Mendirikan Bangunan khusus untuk yang diwajibkan;
i. surat kuasa bermeterai dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang
diberi kuasa; |
Khusus untuk permohonan pcnyelenggaraah reklame permanen baru,
dilakukan survei lapangan oleh Tim Teknis.
Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Proses Penerbitan Izin

Pasal 18

Berdasarkan permohonan berserta persyaratannya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17, Kepala DPMPTSP :

a.

menerbitkan  lzin  Penyelenggaraan  Reklameuntuk permohonan
penyelenggaraan reklame yang memenuhi persyaratan lengkap; atau

menolak permohonan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan

yang jelas, apabila dianggap tidak memenuhi pcrsyaratan.

16




A e i 4

Pasal 19

Dalam hal pemohon menarik/membatalkan permohonan secara tertulis,
sedang permohonan masih dalam pemrosesanf, maka yang bersangkutan
tidak diperkenankan lagi mengajukan permo}:mnan izin penyelenggaraan
reklame pada titik yang sama dalam jangka wal«i:tu 6 (enam) bulan terhitung
sejak tanggal penarikan/ pembatalan permohonal’fln tersebut.

Bagian Keempat

Perpanjangan Izin ;
Pasal 20

(1) Perpanjangan izin penyelengg?araan relélame feteip harus diajukan secara
tertulis dengan mels_t’mpirkan i::ersyaraté‘in keﬁada Kepala DPMPTSP.

(2) Perpanjangan izin pényelenggéraan rek;lame fetaf: sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum
berakhirnya izin penyelenggaraan reklame.

(3) Persyaratan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame sesuai dengan

ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2).

Bagian Kelima

Pembatalan dan Pencabutan Izin
Pasal 21

(1) Izin penyelenggaraan Reklame dapat dibatalkan dalam hal :

a. terdapat perubahan kebijakain pemeriﬁtah pusat/daerah karena
perubahan tata ruang dan rencana kota;

b. titik lokasi Reklame dibutuhkan oleh pemerintah pusat/daerah untuk
kepentingan pembangun; dan/atau

c. keinginan sendiri dari penyelenggara reklame .

(2) Izin penyelenggaraan Reklame gugur dan dinyatakan tidak berlaku
apabila : :

a. pada reklame tersebut terdapat perubéahan antara lain ukuran,
konstruksi, bentuk reklame, tema rekiamée dan penempatan titik yang
tidak sesuai dengan titik yang direkomexi‘idasikan oleh instansi yang
berwenang; :

b. penyelenggaraan reklame tidak sesuai% lagi dengan syarat-syarat
tentang norma keagamaan, keindahan, kdz:sopanan, ketertiban umum,
kesusilaan, kesehatan dan keamanan;

¢. penyelenggaraan reklame tidak melaksanakan hak dan kewajibannya
sesuai dengan peraturan perundang—undajng yang berlaku; dan/atau

| 17
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d. masa berlaku izin telah habis dan penyelenggara tidak mengajukan

perpanjangan

Pasal 22

(1) Terhadap pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)

huruf a, maka penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan
izin yang baru.

(2) Terhadap pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)

huruf b, maka pajakdan: retribusi sewa lahf.;m yang sudah dibayar tidak

dapat dimintakan kompensa{si atau pehgamfailan pajak dan retribusisewa

lahan dari sisa waktu yang bélum diméﬁnfaatkan;

(3) Terhadap izin yang "‘gugur seﬁagaimanaif dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2),

maka pajak dan retribusi sewa lahan yang sudah dibayar tidak dapat

diberikan kompensasi atau pengembalian pajak dan retribusi sewa lahan.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 23

(1) Penyelenggara Reklame dilarang :

a. melakukan perletakan reklame pada :

c.

1.
2.

e S

median jalan atau pulau jalan;

halaman kantor-kantor milik Pemerintah kecuali mendapat
rekomendasi dari instansi yang di tempati;

menempel pada gedung-gedung milik pemerintah kecuali mendapat
rekomendasi dari instansi yang ditempati;

tempat ibadah;

lokasi white areaq;

gedung cagar budaya atau museum;

trotoar;

Penerangan jalan umum (PJU) kecuali mendapat rekomendasi dari
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan éuang; dan

jalur hijau atau taman kota kecuali inendapat rekomendasi dari

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan R:’uang.

. merubah ukuran, bentuk dan tema reklanéle yang ditetapkan di dalam

Izin Penyelenggaraan Reklame; |
memindahkan titik reklame yang sudah di tetapkan dalam gambar

TLB; |
d. merubah konstruksi reklame yang sudah ditetapkan dalam IMB;

18
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e. memindahtangankan Izin Penyelenggaraan Reklame kepada pihak lain;
dan

f. membuat reklame yang menyerupai rambu-rambu lalu lintas.

Dikecualikan dari larangan dalam ayat (1) yaitu penyelenggaraan reklame

yang memuat antara lain : nama organisasi, nama yayasan, visualisasi

poster-poster penyuluhan, nama profesi/organisasi profesi dan lain -lain,

yang terletak pada :

a. halaman sendiri atau persil;

b. menempel pada gedung / b'angunan;;

c¢. ukuran luas reklame dengéin ketentﬁan tidak melebihi 2 m? (dua meter
persegi) _ _ _

Konstruksi bangunan reklame tidak boieh berupa portal/bando dan /atau

jenis konstruksi lamnva yang melmtang di atas jalan, dan khusus

dimaksudkan untul{ kepentmgan komersﬂ

BAB VII
PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN REKLAME

Bagian Kesatu

Pengendalian dan Pengawasan
Pasal 24

Pengendalian dan pengawasan izin penyelenggaraanreklame dilakukan
oleh DPMPTSP., |

Pengendalian dan pengawasan dilakukan terhadap aspek masa
berlakunya izin, perpajakan, retribusi, estetika, konstruksi bangunan dan

aspek teknis lainnya.

Pasal 25

Pengawasan dan pengendalian terhadap Penyelenggaraan reklame pada

kawasan-kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Tim

Reklame sesuai tupoksi yang melekat pada masing- masing OPD sebagai

anggota Tim Reklame.

Bagian Kedua

Penertiban

Pasal 26

(1) Penertiban reklame dilakukan terhadap reklame yang :

a. tanpa izin;
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telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang;

c. terdapat perubahan ukuran, bentuk dan tema sehingga tidak sesuai
lagi dengan Izin yang diberikan;

d. perletakan titik reklamenya tidak pada titik yang telah ditetapkan
dalam gambar TLB; dan '

e. konstruksi reklamenya tidak sesuai dengan IMB reklame yvang telah
diterbitkan.

(2) Pelaksanaan penertiban terhadap reklame.yang terpasang tanpa izin

dapat dilakukan secara langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai

standar operasional'prosedur-;yang melékat p;ada OPD tersebut .

(3) Terhadap Reklame yang telah ‘berakhir masa 1zmnya dan tidak dilakukan
- perpanjangan, DPMPTSP segera membuat SUrat Peringatan (SP) kepada
Penyelenggaraan Reklame untuk segera menga;u,kan perpanjangan.

(4) Surat Peringatan sebagaxmana d1maksud pada ayat (3) terdiri dari :

a. Surat Permgatan 1, yang d1terb1tkan pada saat berakhirnya masa
berlaku Izin Penyelenggaraan Reklarpe .dan tidak dilakukan
perpanjangan;

b. Surat Pcrmgatan 2, diterbitkan apabila Penyele‘lggara Reklame tidak
menanggapi Surat Peringatan 1 dalam J,_angka waktu 7 (tujuh) hari
kerja; dan/atau :

¢. Surat Peringatan 3, diterbitkan apabila Penyelenggara Reklame tidak
menanggapi Surat Peringatan 2 dalam jangka waktu 3 (tiga) hari

kerja. ' '

(5) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diterbitkannya
Surat Peringatan 3 Penyelenggara Reklame tidak menanggapi, Kepala
DPMPTSP mengajukan Surat Permintaan Penertiban kepada Satuan Polisi
Pamong Praja.

(6) Terhadap pelanggaran yang dilakukan dalam ayat (1) huruf ¢, huruf d,
dan huruf e, DPMPTSP mengajukan permintaan penertiban/

pembongkaran kepada Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 27

.

(1) Dalam hal pembongkaran dilakukan sebagai akibat dari penertiban
reklame, Pemerintah Daerah tidak memberikan ganti rugi dan sisa
bongkaran bangunan reklame menjadi milik Pé’emerintah Daerah.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam

dokumen Izin Penyelenggaraan Reklame.
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak

tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pen
am Berita Daerah Kabupaten

gundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dal

Grobogan.

D:tetapkan di Purwodadi

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 28 Desember 2017

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2017 NOMOR 58
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